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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penurunan kepatuhan Wajib Pajak per Juli 2022.
terdapat 4,52 juta Wajib Pajak yang terdaftar, 1,1 juta yang lapor Surat Pemberitahuan
(SPT), dan hanya 732 ribu Wajib Pajak badan yang membayar pajak. Hal ini menunjukkan
tingkat kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak badan yang masih relatif rendah.Penurunan
kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan kurangnya pemahaman perpajakan sehingga dapat
dirumuskan dalampenelitian ini bahwa bagaimana efektivitas program Business Development
Service (BDS) dari faktor perencanaan, faktor pelaksanaan, dan faktor pengembangan serta
pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program Business Development Service
(BDS) dari faktor perencanaan, faktor pelaksanaan, dan faktor pengembangan serta
pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara. Responden dalam
penelitian ini adalah pengelola UMKM Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah Batu dan Tim
Penyuluh KPP Pratama Batu. Sementara analisis kualitatif diambil dari interpretasi data
dengan memberikan keterangan dan penjelasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor
perencanaan, faktor pelaksanaan, faktor pengembangan dan pemahaman perpajakan efektif
dengan indikator menururt SE-13/PJ/2018.

Kata Kunci: Business Development Service, Faktor Perencanaan, Faktor Pelaksanaan,

Faktor Pengambangan, Pemahaman Perpajakan.
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ABSTRACT

This research was conducted due to a decrease in taxpayer compliance as of July
2022. The number of registered taxpayers reached 4.52 million, but only 1.1 million
reported tax returns (SPT), and only 732 thousand corporate taxpayers actually paid
taxes. This indicates the level of awareness or compliance of corporate taxpayers is still
low. This decrease in taxpayer compliance shows a lack of understanding of taxation.
Therefore, this research intends to analyze the effectiveness of the Business Development
Service (BDS) program from various factors, such as planning, implementation and
development, as well as understanding of taxation on taxpayer compliance in Micro,
Small and Medium Enterprises (MSMES). The method used in this research is qualitative
by collecting data through interviews. The participants taken in this research were the
managers of UMKM Batu Dairy Cattle Breeding and Cultivation and the KPP Pratama
Batu Extension Team. The results of this research prove that planning, implementing,
developing, and understanding taxation factors have an effective impact on increasing
MSME taxpayer compliance, as shown in indicator SE-13/PJ/2018.

Keywords: Business Development Service, Planning Factor, Implementation Factor,
Development Factors, Understanding of Taxation.
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BAB |
PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang diperhatikan sebab
miliki peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa & Aribowo
21), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM telah menguasai perekonomian Indonesia. Menurut
a perkembangan UMKM di situs Kementrian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM hingga 2019 telah
ncapai 65 juta unit. Jumlah UMKM tersebut memberi pengaruh positif pada PDB Indonesia yaitu kontribusi
1KM sebanyak 60% atau yang mencapai 15.832,5 triliun rupiah pada tahun 2019 (Data situs kementerian
yerasi dan UKM). Banyaknya pelaku UMKM menjadi target Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dapat ikut
kontribusi dalam penerimaan pajak negara. Dilansir dari laman kemenkue.go.id, pendapatan pajak sebesar
1.543,3 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.957,2 triliun pada tahun 2019. Nominal pendapatan
sebut menjadikan pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara, dan untuk menunjang penerimaan
ak tersebut dibutuhkan kepatuhan dari Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak UMKM. Direktur Jendral Pajak
20) menyatakan bahwa jumlah pelaku UMKM yang terdaftar telah memenuhi kewajiban perpajakan pada
un 2019 mencapai dua juta pelaku UMKM yang mana mengalami peningkatan rata-rata 39,2% tiap tahun
1k tahun 2014. Namun, hanya 3% pelaku UMKM yang telah terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan.
nurut data Organisation for Economic Co-operation and development (OECD), besaran tax ratio Indonesia
sih di urutan terendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Tax ratio
onesia (2017) adalah 11,5%, dibawah rata-rata dari negara anggota OECD (34,2%) dengan selisih sebesar
7 presentasi poin, dan juga di bawah rata-rata kawasan LAC (Larin America and the Caribbean) dan Afrika
sing-masing sebesar 22,8% dan 18,2%. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ketidakpatuhan yaitu
adaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan,
nudahan pajak, dan sanksi pajak. Pada laman DDTC News yang ditulis oleh Syadesa Anida Herdana,
nyatakan desain administrasi pajak berperan dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM sekaligus

ngurangi biaya dalam menegakkan kepatuhan Wajib Pajak, secara umum terdapat tiga tahapan yaitu
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1gembangan strategi perencanaan secara matang, proses implementasi, atas perencanaan yang telah disusun,
1 evaluasi atas perencanaan dan proses implementasi.

Salah satu upaya DJP dalam merangkul UMKM untuk berperan dalam penerimaan pajak adalah dengan
netapkan tarif pajak bagi pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu. Upaya tersebut dengan menerbitkan
aturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang
miliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 23 Tahun 2018 menetapkan tarif 0,5% bagi omzet yang mencapai 4,8
iar bagi UMKM, dan menggunakan angsuran PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak yang memiliki omzet diatas
miliar bagi non UMKM. Selain itu, PP 23 Tahun 2018 juga tidak mewajibkan para pelaku usaha UMKM
uk membayar pajak jika telah melakukan pembukuan namun terjadi kerugian. Penerbitan PP 23 Tahun 2018
arapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya di UMKM. Dilansir dalam laman
ak.go.id, data penerimaan SPT tahun 2022 per Juli 2022, terdapat 4,52 juta Wajib Pajak yang terdaftar, 1,1
1 yang lapor Surat Pemberitahuan (SPT), dan hanya 732 ribu Wajib Pajak badan yang membayar pajak. Hal
menunjukkan tingkat kesadaran atau kepatuhan \Wajib Pajak badan yang masih relatif rendah. Pada Laporan
1unan 2018, DJP menyatakan bahwa salah satu strategi untuk menjangkau Wajib Pajak UMKM vyaitu dengan
nbinaan dan pengawasan melalui kegiatan Business Development Service (BDS) dengan memberikan materi
nbelajaran kepada pelaku UMKM.

Business Development Service (BDS) merupakan kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan sebagai
ah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Subdirektorat Penyuluhan
pajakan yang berada di bawah Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat merupakan
direktorat yang berperan dalam kegiatan penyuluhan perpajakan bagi Wajib Pajak. BDS merupakan salah
1 kegiatan edukasi perpajakan yang merupakan strategi penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran Wajib
ak . Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imamah (2008), program BDS ini memiliki dua aspek, jika ditinjau
i aspek operasional, program ini menyediakan layanan pengembangan usaha guna meningkatkan perusahaan,
nampuan bersaing yang bersifat non financial dan berfokus pada kebutuhan UMKM itu sendiri dan aspek
embagaan dimana berfungsi sebagai pemberi layanan pengembangan bisnis dan dapat melakukan

1\dampingan serta membantu UMKM.
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Banyak kegiatan Business Development Service (BDS) yang telah dilakukan Ditjen Pajak Jatim Il dan
ntor Pajak Pratama di Malang Raya, salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan
1 Pajak Jatim 11l. Diambil dari laman Pajak.go.id, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan
nggelar Business Development Services (BDS), dengan mengambil tema Kiat Jitu Omset Melejit di Kala
vid yang diadakan di lapangan bulutangkis KPP Pratama Malang Selatan, kegiatan ini diikuti oleh 26 peserta
1g merupakan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program BDS adalah salah satu
itegi pembinaan dan pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak UMKM dalam
mbina dan mendorong pengembangan usaha secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran dan
)atuhan dalam pemenuhan kewajiban dan hak Wajib Pajak UMKM. Asisten Penyuluh Pajak Terampil KPP
tama Malang Selatan menjelaskan bahwa latar belakang diadakan BDS adalah dalam rangka sosialisasi
pajakan khususnya bagi Wajib Pajak UMKM sekaligus pembinaan untuk pengembangan UMKM.

Pada tahun 2022, BDS yang diadakan oleh KPP Pratama Malang Selatan yang mengundang Ir. Asih
wanti selaku Koordinator Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang. Kepala Seksi Pengembangan dan
\guatan Usaha Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Industri Kota Malang, menjelaskan bahwa pada tahun 2022
anyak 60% UMKM terkena dampak Covid-19 yang menyebabkan pendapatan menurun hingga 80%.
‘dasarkan permasalahan tersebut, Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Dinas Koperasi,
dagangan, dan Industri Kota Malang menyampaikan mengenai bantuan KPP Pratama Malang Selatan untuk
lakukan pendampingan dengan menjelaskan beberapa materi tentang perhitungan, pemanfaatan pajak, dan
litas menajemen serta pemasaran yang ditujukan kepada UMKM. Kepala KPP Pratama Malang Selatan
nyampaikan harapan adanya program BDS ini dapat menjadi motivasi peserta UMKM dalam bersaing di
ar ekspor. (BDS KPP Malang Selatan Bagikan Kiat Lejitkan Omset UMKM, 2022)

Dilansir dari laman pajak.do.id, Kanwil DJP Jawa Timur 111 melaksanakan kegiatan BDS secara daring.
oala Kanwil DJP 11l menyampaikan BDS merupakan strategi pembinaan dan pengawasan pada Wajib Pajak
1KM, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan pada pajak. Kegiatan BDS
I diadakan oleh Kanwil DJP Jatim 1l diikuti oleh 150 peserta Wajib Pajak UMKM dari seluruh wilayah

ja Kanwil Jawa Timur I1l dengan materi mengenai digital marketing. Dengan adanya kegiatan BDS, Kanwil
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2 Jawa Timur Il berharap peserta yang mengikuti kegiatan BDS dapat mengambil pengetahuan tambahan
u keterampilan guna memberikan pengaruh baik dalam peningkatan usaha juga kesadaran serta kepatuhan
erta terhadap pajak.

Dikutip dari laman pajak.go.id, pada tahun 2022 per Oktober, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I11
ngadakan Business Development Services (BDS) secara daring dengan tema “Selamatkan Bisnis Dengan
‘eskan Keuangan Usaha” i ruang rapat Kanwil DJP Jatim Il1l, Kota Malang. Program BDS merupakan
panjangan tangan dari DJP dalam melakukan pembinaan serta bantuan dalam aspek manajemen, pembukuan,
nasaran, dan sebagainya yang disesuaikan dengan kebutuhan dari para pelaku UMKM. Pelaksanaan BDS ini
cerjasama dengan Dinas Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Malang dan fungsional penyuluh pajak Kanwil
2 Jatim I1l. Materi yang disampaikan berkaitan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan intensif perpajakan,
ta cara mengelola keuangan usaha dengan sub materi yaitu memisahkan rekening usaha dan rekening pribadi,
iplin, berhati-hati dengan hutang, serta menentukan Harga Pokok Penghasilan (HPP). (Pajak Jatim 111 Gelar
'S Bereskan Keuangan Usaha, 2022)

Beberapa penelitian yang terkait dengan Bussines Development Service (BDS) dan pemahaman
pajakan yang telah dilakukan sebelumnya, salah satunya penelitian yang dilakukan Ulfa & Aribowo (2021),
tang strategi kepatuhan Wajib Pajak, yang secara tidak langsung berhubungan dengan penelitian yang peneliti
bil mengenai efektivitas pelaksanaan BDS dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
1KM. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi rendahnya
)atuhan Wajib Pajak yang berdampak langsung terhadap pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan antara
1 pendapatan, tarif pajak, Wajib Pajak, persepsi atas pengeluaran pajak, perlakuan perpajakan, penegakan
cum, dan basis data. Penelitian lain mengenai pengaruh persepsi Wajib Pajak UMKM atas pemberlakuan
aturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan oleh
gesti et al. (2018). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Persepsi
N1KM dianalisis berdasarkan asas-asas pemungutan pajak yaitu Convience, Efficiency, Certainty, dan Equality.
1getahuan perpajakan UMKM dianalisis berdasarkan pemahaman atas ketentuan perpajakan, cara

nghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak
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N1KM atas perlakuan PP No 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan
1adap kepatuhan perpajakan.

Dalam laman SuryaMalang.com (2023), menyampaikan menurut Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian
1 Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan sektor UMKM perlu dikuatkan karena menjadi
1ggerak ekonomi yang dominan. Data yang dilaporkan BPS pada tahun 2018-2020 adalah 10.904 pelaku
N1KM. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan tempat usaha dan
lagang tersebut menunjukkan keberadaan pelaku UMKM. Kenaikan terjadi setiap tahun dinilai positif karena
banding lurus dengan tingkat produktivitas. Asisten Il Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Kota Malang,
th Ayu Kusuma Dewi menyatakan penguatan perekonomian menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota
lang akan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan perekonomian.

Penelitian yang dilakukan Ulfa & Aribowo (2021), mengenai pengaruh BDS terhadap peningkatan
)atuhan Wajib Pajak UMKM. Pembangunan nasional di Indonesia sebagian besar dibiayai oleh pajak.
pajakan memperhatikan usaha kecil dan menengah sebagai salah satu peluang yang cukup besar untuk
mberikan kontribusinya kepada negara. Namun besarnya jumlah pelaku UKM, belum sebanding dengan
1ierimaan pajak dari UKM. Untuk hal itu maka DJP melakukan sebuah inovasi untuk mengedukasikan pajak
)yada masyarakat, khususnya Wajib Pajak UKM melalui program yang bernama Business Development
vice (BDS). Permasalahan yang akan dibahas yaitu apakah program BDS yang terdiri dari faktor
encanaan, faktor pelaksanaan, dan faktor pengembangan akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib
ak UKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian ini menggunaan penelitian dengan
lisis kuantitatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara acak (random). Berdasarkan hasil
ielitian bahwa faktor perencanaan tidak berpengaruh positif dan signifikan ternadap kepatuhan Wajib Pajak,
) faktor pengembangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sedangkan pada penelitian tentang BDS yang dilakukan Koesherawati (2022), Penelitian ini bertujuan
ngetahui Efektivitas pelaksanaan Business Develoment Service (BDS) terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
1elitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data

under. Data primer diperoleh dari kuisioner dan diukur menggunakan Skala Likert dan data sekunder
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eroleh dari data Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Batu. Populasi dalam penelitian ini adalah para
jib Pajak UMKM orang pribadi yang telah menjalankan program Business Development Service (BDS) di
ayah kerja KPP Pratama Batu. Metode penentuan sampel menggunakan metode purpose sampling. Teknik
lisis data menggunakan SPSS 16.0.

Penelitian efektivitas Business Development Servie (BDS) melalui faktor perencanaan, faktor
aksanaan, dan faktor pengembangan sekaligus dengan penelitian pemahaman PP 23 Tahun 2018 yang
ampurnakan menjadi PP 55 Tahun 2022. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara,
apannya dari penelitian ini baik secara praktis maupun teoritis dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pelaku
1KM, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi entitas guna memperbaiki program kerja BDS sehingga
)at meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM.

Berdasarkan fenomena dan riset maka peneliti berminat melakukan penelitian dengan judul
FEKTIVITAS PELAKSANAAN BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE (BDS) DAN

MAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM”.
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- Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga rumusan masalah penelitian ini
ah :
jaimana efektivitas program Business Development Service (BDS) dari faktor perencanaan, faktor
aksanaan, dan faktor pengembangan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?

jaimana efektivitas pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian
.1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tekah disebutkan, maka tujuan penelitian ini, antara lain :
1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program Business Development Service (BDS) dari faktor

perencanaan, faktor pelaksanaan, dan faktor pengembangan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Untuk menganalisis efektivitas pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.3.2 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis



a. Bagi Peneliti
Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mendapatkan ilmu serta pengetahuan dan
wawasan baru mengenai Business Development Service (BDS) dan pemahaman perpajakan dalam
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

REPOSITORY

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menjalankan penelitian lebih lanjut mengenai

program Business Development Service (BDS) dan pemahaman perpajakan.
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2. Secara teoritis
I Bagi Pelaku UMKM
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi yang baik untuk mengetahui lebih dalam
mengenai kewajiban perpajakannya.
). Bagi Entitas
Sebagai bahan pertimbangan guna memperbaiki program kerja Business Development Service
(BDS), sehingga terjadi peningkatan yang membuat para Wajib Pajak lebih mematuhi kewajiban

perpajakannya.

ak Cipta Milik UNISMA



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Business
velopment Service (BDS) dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan studi

us UMKM Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah Batu. Data yang diperoleh melalui wawancara dari Tim

REPOSITORY

wyuluh KPP Pratama Batu sebagai pelaksana Program Business Development Service (BDS) dan Pengelola

l1]
g
=
ol
=
g
o]
]
2]
]
S
=}
g
&
)
<)
>
=
=]
-

TKM Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah Batu sebagai peserta Program Business Development Service

JS). Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Program Business Development Service (BDS) dilihat dari faktor perencanaan dikatakan sudah sesuai,
faktor pelaksanaan yang dilihat dari indikator menurut R. Hardiyanti (2020) yaitu layanan pelatihan,
fasilitas dalam pengembangan organisasi dan manajemen, serta fasilitas dalam memperoleh permodalan
dikatakan tidak sesuai namun indikator menururt SE-13/PJ/2018 yaitu melakukan kerja sama dengan
instansi, lembaga dengan melakukan workshop, pelatihan kewirausahaan, seminar, kelas pajak, tematik,
atau sesuai dengan rencana kerja penyuluhan dikatakan sudah sesuai, dan faktor pengembangan indikator
keberhasilan menurut R. Hardiyanti (2020) vyaitu penggerakan kontrak bisnis, fasilitas dalam
pengembangan teknologi dikatakan tidak sesuai namun indikator keberhasilan menurut SE-13/PJ/2018
yaitu evaluasi capaian kinerja KPP Pratama atas pelaksanaan Program Business Development Service
(BDS) pada akhir tahun anggaran dikatakan sesuai, jadi dapat disimpulan bahwa KPP Pratama Batu
melaksanakan Program Business Development Service (BDS) berpedoman pada indikator menurut SE-
13/PJ/2018, dan dapat dikatakan efektif.
Program Business Development Service (BDS) dilihat dari faktor pemahaman perpajakan dikatakan efektif
dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Batu.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :
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Program Business Development Service (BDS) masih tergolong program baru, sehingga kurang maksimal
dalam menjalankan penelitian.
Penelitian ini hanya memiliki satu narasumber peserta Program Business Development Service (BDS)
dikarenakan keterbatasan informasi dan privasi dalam kebijakan KPP Pratama Batu.
Penelitian ini hanya dilakukan di satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tidak ada perbandingan dalam
pelaksanaan Program Business Development Service (BDS).
Program Business Development Service (BDS) hanya terfokus pada pelaksanaan tanpa
memantau/memonitoring peserta setelah mengikuti program Business Development Service (BDS), dan juga
kurangnya kerja sama dengan instansi/dinas terkait.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran antara

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan observasi terlebih dahulu ke petugas KANWIL atau
petugas Tim Penyuluh KPP Pratama mengenai Program Business Development Service (BDS) agar
mendapatkan informasi yang lebih banyak, selain dari Jurnal maupun dari SE-13/PJ/2018.

Bagi peneliti selanjutnya jika ingin menggunakan beberapa informan sebagai subjek penelitian disarankan
untuk melakukan observasi terlebih dahulu, untuk mengetahui kendala dalam menjadikan subjek penelitian,
dan apakah informan sesuai dengan kriteria penelitian atau tidak.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitiannya agar dapat di generalisasikan
kepada populasi yang lebih luas, dan dapat membandingan pelaksanaan Program Business Development
Service (BDS) dengan dua atau lebih KPP Pratama yang berbeda.

Bagi instansi/KPP Pratama selaku pelaksana Program Business Development Service (BDS) agar lebih
menambahkan waktu pelaksanaan Program Business Development Service (BDS), meningkatkan kerja sama
dengan instansi terkait, serta memberlakukan monitoring kepada peserta mengenai usaha yang dijalankan
agar mengetahui perbandingan usaha sebelum dan setelah mengikuti Program Business Development Service

(BDS) mengalami kemajuan atau sebaliknya.
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